Tebing Tinggi, \Y Juli 2022

Kepada Yth.:

Sdr. Sekretaris Daerah, Inspektur,
Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD,
Kepala Puskesmas, Kepala
Sekolah Negeri dan seluruh ASN
Di Lingkungan Pemerintah Kota
Tebing Tinggi
di -

Tebing Tinggi

Surat Edaran
Nomor 910/ 54po /BPKPD/2022
Tentang

Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Di Lingkungan

Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan yang mengatur tentang Elektronifikasi

Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) disampaikan sebagai berikut:

1

Pasal 283 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 222 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur
bahwa “Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Pasal 2 huruf b Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan
Inklusif mengatur bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menjadi pedoman
bagi gubernur dan bupati/wali kota dalam menerapkan kebijakan daerah yang terkait
dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota diantaranya pembayaran nontunai
dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Lampiran Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
menetapkan salah satu sasaran pencegahan korupsi terkait keuangan negara dengan
mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kepres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah memutuskan dalam rangka implementasi ETPD pemerintah daerah
kabupaten/kota membentuk Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang
diketuai oleh wali kota.

SE Mendagri Nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Akselerasi
Implementasi Transaksi Nontunai dalam rangka ETPD yang meminta wali kota untuk
melakukan langkah-langkah akselerasi transaksi nontunai dalam rangka ETPD.
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Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akselerasi Implementasi
Transaksi Nontunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Di Lingkungan Pemerintah
Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 yang
mengatur bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan dengan transaksi
nontunai di kecualikan untuk pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penarikan tunai oleh bendahara pengeluaran dan
bendahara pengeluaran pembantu dibatasi setinggi-tingginya sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) per hari.

Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/546 Tahun 2022 tentang Peta Jalan
Implementasi ETPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2025 yang memutuskan target-target
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara nontunai dari tahun 2022 sampai
tahun 2025.

Surat Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 700/3082/ltko tanggal 25 April 2022 hal Tindak
Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021
diantaranya implementasi kebijakan transaksi nontunai belum seluruhnya dilaksanakan
secara optimal.

Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian No. EK.3.5/25/D..MEKON/3/04/2022 Hal Sosialisasi Evaluasi
Kinerja (Championship) TP2DD Tahun 2022 yang menginformasikan bahwa dilakukan
penilaian terhadap implementasi ETPD dan bagi daerah yang memperoleh juara akan
diberikan Dana Insentif Daerah (DID).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada Saudara:

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dengan dibantu para

Asisten untuk:

a. Memimpin pembinaan dan evaluasi terhadap Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD dan pihak
terkait lainnya dalam rangka implementasi ETPD sehingga dapat mengoptimalkan
transaksi nontunai terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah.

b. Mengusulkan ketentuan, kebijakan dan strategi yang lebih tegas dalam percepatan
pencapaian/peningkatan implementasi ETPD.

c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan serta permasalahan dan kendala dalam
upaya pelaksanaan ETPD kepada wali kota.

d. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas upaya implementasi ETPD dan
memberikan solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya implementasi ETPD.

Inspektur untuk melakukan pengawasan penerapan implementasi ETPD serta

merekomendasikan pengenaan sanksi administrasi bagi Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD,

Direktur RSUD, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah Negeri selaku Pengguna

Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Penanggung jawab dana BOS dan

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran

serta Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan Peraturan Wali Kota

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Nontunai dalam rangka

Elektronifikasi Transaksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 secara terintegrasi dalam kegiatan

pengawasan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk membantu tugas

Sekretaris Daerah dalam implementasi ETPD, mengadministrasikan seluruh kegiatan

dalam rangka implementasi ETPD serta menyusun draf laporan pelaksanaan ETPD.
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4. Para Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah untuk:

a. Menyediakan, menyampaikan informasi dan merumuskan isu-isu terkait implementasi
ETPD penerimaan daerah.

b. Menyampaikan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan terhadap
peningkatan implementasi ETPD penerimaan daerah.

c. Melakukan pendataan dan memastikan tersedianya kanal pembayaran nontunai di
seluruh jenis penerimaan daerah yang berada pada bidang tugas dan fungsi.

d. Melakukan peningkatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah baik dari sisi
jumlah transaksi, nilai transaksi maupun kanal pembayaran nontunai secara bertahap
sesuai peta jalan yang telah ditetapkan.

e. Memastikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan
nontunai melalui kanal digital (selain teller bank) secara bertahap sesuai peta jalan
yang telah ditetapkan.

f. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan dan peningkatan
implementasi ETPD penerimaan daerah.

g. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya
dalam implementasi ETPD penerimaan daerah.

h. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan upaya
peningkatan implementasi ETPD penerimaan daerah.

5. Para Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD/Direktur RSUD/Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah

Negeri selaku PA/KPA/Penanggung jawab dana BOS untuk:

a. Menyediakan dan menyampaikan informasi dan merumuskan isu-isu terkait
implementasi ETPD dari sisi pengeluaran daerah.

b. Menyampaikan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan terhadap
peningkatan implementasi ETPD terhadap pengeluaran daerah.

c. Melakukan peningkatan pengeluaran daerah secara nontunai baik dari sisi jumiah
transaksi, nilai transaksi maupun rincian objek belanja sesuai ketentuan.

d. Memastikan pembayaran pengeluaran daerah dilakukan dengan nontunai melalui
fasilitas yang telah disiapkan bank secara bertahap sesuai ketentuan.

e. Memastikan para ASN untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Perdesaan (PBBP2) secara nontunai melalui kanal digital (selain teller bank).

f. Melakukan sosialisasi kepada penyedia barang dan jasa untuk menyediakan kanal
pembayaran pengeluaran daerah secara nontunai.

g. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan dan peningkatan
implementasi ETPD pengeluaran daerah.

h. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan upaya
peningkatan implementasi ETPD pengeluaran daerah.

6. Seluruh ASN untuk melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara
nontunai melalui kanal digital (selain teller bank) dan menyelenggarakan sosialisasi
kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya peningkatan ETPD.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
2. TP2DD Kota Tebing Tinggi




